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Pendahuluan 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan 
anak dari presiden aktif Indonesia, dalam pemilihan walikota Surakarta 2020. 
Masalahnya adalah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
antara kepengurusan di tingkat daerah kota Surakarta dengan pusat dalam 
pengusungan calon untuk pemilihan walikota Surakarta 2020. Konflik tersebut terkait 
dengan ditolaknya calon kepala daerah yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang 

INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan soliditas Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) dalam mengusung putra Presiden Joko Widodo dalam pemilihan 
Walikota Surakarta 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara 
dan dokumentasi.  Temuan dari penelitian ini adalah proses pengambilan keputusan dalam 
konteks pencalonan Wali Kota Surakarta oleh PDIP tersentralisasi kepada ketua umum 
sehingga sebagai organisasi politik lebih mengarah pada personalisasi institusi. Kemudian, 
PDIP juga tidak terbuka dalam proses rekrutmen calon yang akan diusung nya. Hal ini yang 
mengakibatkan ketidakharmonisan antara pengurus PDIP di tingkat daerrah dengan 
tingkat nasional.  Kemudian, partai ini juga lemah dalam hal kepemimpinan prosedural, 
mekanisme resolusi konflik dan kaderisasi sistematis. Dengan kata lain, soliditas internal 
PDIP menghadapi Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 dalam kondisi kritis. Sisi ideologi dan 
komitmen kader yang hanya menjadi faktor penguat soliditas PDIP. Hal ini menjadi catatan  
bahwa meskipun PDIP merupakan partai besar di Kota Surakarta bahkan Indonesia tidak 
menjamin proses internalnya berjalan baik. Implikasinya bahwa partai politik sebagai 
lembaga publik mempunyai ujian nyata dalam mempertahankan eksistensinya secara 
pelembagaan, yang akan berdampak pada sisi elektoral. 
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(DPC) Kota Surakarta oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Calon yang ditolak 
tersebut adalah Achmad Purnomo, kader senior PDIP sekaligus petahana Wakil Wali 
Kota Surakarta(CNNIndonesia.com, 2020). Sementara itu, DPP PDIP ingin 
mengusung putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. DPP PDIP 
mengeluarkan rekomendasi pencalonan Wali Kota kepada Gibran Rakabuming Raka 
yang sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta 
melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Jawa Tengah setelah 
sebelumnya tidak bisa mendaftar melalui DPC PDIP Kota Surakarta (Subekti et al., 
2023). 
 Dikeluarkannya surat rekomendasi oleh DPP PDIP tersebut membuat 
beberapa pihak di internal partai merasa kecewa. Achamad Purnomo, kader senior 
sekaligus calon yang direkomendasikan oleh DPC PDIP Kota Surakarta, merupakan 
salah satu pihak yang dirugikan (Flora, 2020). Begitu juga dengan Ketua DPC PDIP 
Kota Surakarta, Hadi Rudyatmo, yang mengaku bahwa dirinya dan banyak kader di 
Surakarta kecewa dengan keputusan DPP tersebut. Kekecewaan tersebut 
dikarenakan calon yang mereka dukung, Achmad Purnomo, tergeser oleh putra 
Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk pemilihan walikota Surakarta 
2020(Isnanto, 2020).  
 Kemudian, FX Hadi Rudyatmo juga menjelaskan bahwa DPP PDIP melakukan 
kesalahan dan melanggar aturan internal partai jika tetap merekomendasikan nama 
selain yang diusulkan DPC. Pasalnya, Peraturan PDIP No. 24 Tahun 2017 tentang 
rekrutmen dan seleksi wali kota dan wakil wali kota menyebutkan bahwa jika 
pengurus di tingkat daerah memperoleh minimal 25 persen suara pada pemilu 
terakhir, maka dapat melakukan penjaringan calon secara tertutup. Selain itu, FX Hadi 
Rudyatmo juga menyindir Gibran Rakabuming Raka yang memilih jalur "pintas", 
langsung menemui petinggi partai di tingkat DPP PDIP ketimbang di tingkat DPC 
(Isnanto, 2019). 
 Namun, pernyataan terkait pelanggaran aturan pencalonan dibantah oleh 
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arif Wibowo. Dia mengatakan DPC PDIP Kota 
Surakarta tidak bisa memutuskan calon yang akan maju. Arif Wibowo menjelaskan 
mekanisme penjaringan pencalonan Pilkada 2020, DPC memiliki kewenangan untuk 
menjaring kemudian DPD dan DPP yang berwenang menyaring. Arif Wibowo juga 
menjelaskan bahwa DPP memegang teguh aturan jika mengusung seseorang tanpa 
melalui proses penjaringan atau di DPC. Karena ada tiga pintu untuk mendaftar 
pemilihan kepala daerah, yaitu di DPC, DPD, dan DPP (Putri, 2019). Uraian tersebut 
menjelaskan adanya konflik dan perbedaan pandangan di internal PDIP dalam 
pencalonan Wali Kota Surakarta tahun 2020. Di sinilah soliditas internal PDIP 
dipertanyakan dan dipermasalahkan. Meskipun PDIP merupakan partai pemenang 
pemilu di Kota Surakarta bahkan di tingkat Indonesia, ternyata konflik internal masih 
tidak dapat dihindari. 
 Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan soliditas partai politik. 
Penelitian yang dilakukan oleh(Al-Hamdi, 2022; Al-Hamdi et al., 2023; Anawati & Al-
Hamdi, 2020)  menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki soliditas 
yang kokoh secara kelembagaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Djuyandi 
& Suparman, 2020; Noor, 2015) menjelaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
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dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki soliditas internal yang lemah. 
Kemudian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PDIP. Penelitian dari 
(Budiana, 2023; Priyanto et al., 2021; Priyowidodo et al., 2014; Purnama et al., 2014) 
membahas tentang strategi kampanye dan komunikasi politik PDIP. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk strategi kampanye dan komunikasi politik 
PDIP adalah dengan menggunakan strategi pencitraan/figur, strategi basis massa, 
memasangkan calon unggulan dengan sesama kader PDIP yang populer, dan 
pendekatan komunitas. 
 Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masing-masing penelitian 
membahas tentang soliditas PKS, Golkar, PKB dan PPP. Namun, belum ada penelitian 
yang secara komprehensif membahas soliditas PDIP di tengah konflik internal. 
Sehingga, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan soliditas PDIP 
dalam konteks kasus pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Penelitian ini diposisikan 
untuk memperkuat kajian soliditas internal partai politik. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk menjelaskan soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) pada pemilihan Walikota Surakarta 2020. 
 Randall & Svåsand, (2002) menawarkan sebuah model elemen atau dimensi 
sentral pelembagaan partai. Pertama, aspek struktural dari dimensi internal adalah 
sistem (systemness). Sistem dalam konteks ini adalah perluasan jangkauan, 
kepadatan, dan keteraturan interaksi yang membentuk struktur partai. Keteraturan 
menunjukkan tingkat rutinitas dan munculnya standar yang diterima secara luas yang 
mengatur perilaku. Namun, spesifikasi ini tidak mencakup standar struktur organisasi 
yang "rasional" dan ketat. Ketika berbicara tentang partai, pengembangan organisasi 
sering kali dianggap sebagai penciptaan struktur yang terkodifikasi dan pertumbuhan 
keanggotaan massa, seperti dalam model partai Barat klasik. Namun, ada cara lain 
bagi partai untuk melembagakan dirinya. Kedua, aspek sikap dari dimensi internal 
adalah 'penanaman nilai'. Yang dimaksud dengan frasa ini adalah sejauh mana para 
peserta dan pendukung partai (baik yang masuk dalam kategori keanggotaan resmi 
maupun tidak) mengembangkan identifikasi dan komitmen terhadap partai yang 
melampaui motif-motif yang lebih bersifat utilitarian atau motif-motif yang lebih 
mementingkan diri sendiri dalam keterlibatannya. Hal ini berkaitan dengan 
pencapaian partai dalam membentuk budaya atau sistem nilai yang unik dan dapat 
dianggap sebagai komponen penting dari kohesi partai(Randall & Svåsand, 2002). 
 Ketiga, dimensi eksternal, aspek struktural, berkisar pada masalah otonomi. 
Sebuah partai tidak bergantung pada lembaga atau kelompok yang mensponsori 
atau hanya "terkait" dengan lembaga atau kelompok tersebut dalam arti netral 
(dalam literatur, "keterkaitan" biasanya dilihat sebagai hal yang positif). Masalah 
otonomi sangat penting bagi dimensi struktural dan eksternal. Tingkat saling 
ketergantungan dapat memberikan dampak yang sangat menguntungkan di mana 
pihak yang satu merupakan elemen yang mendominasi dalam kemitraan dalam hal 
memperluas sumber daya (yang mungkin sangat dibutuhkan) dan, pada 
kenyataannya, dalam hal pelembagaan eksternal. Keempat, aspek sikap eksternal, 
reifikasi, mengacu pada sejauh mana keberadaan partai tersebut terbentuk dalam 
imajinasi publik. Ketika hal ini semakin menjadi bagian dari cakrawala politik, individu 
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dan institusi, termasuk partai-partai lain, secara sadar atau tidak, akan menyesuaikan 
ekspektasi dan aspirasi mereka dengan hal tersebut (Randall & Svåsand, 2002). 
 Kemudian,Noor, (2015) menjelaskan teori soliditas partai politik, yang berarti 
keadaan internal partai yang kokoh dan solid. Sebuah bentuk yang menggambarkan 
berbagai elemen yang bersatu dan menjadi tegas ketika bersama. Teori ini 
merupakan perwujudan dari apa yang disebut oleh (Randall & Svåsand, 2002) sebagai 
dimensi internal dan eksternal dalam institusi partai politik. Teori soliditas partai 
politik memiliki empat variabel, yaitu pertama, Kepemimpinan prosedural dalam 
proses pengambilan keputusan. Setelah anggota menyetujui sebuah kebijakan, maka 
kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten. Karena menjamin kepatuhan 
terhadap norma, kesetaraan di hadapan konstitusi partai, dan partisipasi dalam 
pengambilan keputusan, kepemimpinan prosedural menopang rasa kebersamaan. 
Kedua, Mekanisme resolusi konflik. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang 
mengatasi konflik untuk membantu mengembangkan hasil yang saling 
menguntungkan dan memuaskan setiap kelompok yang bertikai(Al-Hamdi, 2022; 
Noor, 2015). 
 Ketiga, Kauterisasi sistematis. Hal ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan 
pelaksanaan rekrutmen yang adil, evaluasi kader yang sistematis, pelatihan yang 
sistematis dan bertahap dalam merekrut anggota baru dan elit, serta jenjang karir 
mereka. Keempat, komitmen terhadap nilai-nilai atau ideologi yang dianut. Adanya 
komitmen terhadap nilai-nilai bersama berdampak pada adanya infusi nilai, di mana 
nilai-nilai tertentu menanamkan nilai-nilai tertentu kepada para anggota. Dengan 
demikian, partai yang terlembaga adalah partai yang mampu mengembangkan nilai-
nilainya dan mengakar di masyarakat (Al-Hamdi, 2022; Noor, 2015). 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) Kota Surakarta dalam konteks soliditas pencalonan Gibran Rakabuming Raka 
pada pemilihan Wali Kota Surakarta tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini 
adalah simpatisan Achmad Purnomo, tim sukses Gibran Rakabuming Raka, pengurus 
DPC PDIP Kota Surakarta, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota 
Surakarta. Sementara itu, pengumpulan data dokumentasi berasal dari berita-berita 
online yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik, artikel-artikel jurnal yang 
relevan, media sosial, dan situs resmi partai. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, 
analisis antar variabel dan verifikasi data, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan 
(Al-Hamdi et al., 2020). 

 
Kepemimpinan Prosedural dalam Pengambilan Keputusan 
 Partai politik harus memiliki aturan main internal yang jelas, dalam hal ini 
proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan bagian ini sangat krusial bagi para 
kader dalam menjaga keberlangsungan partai(Biezen & Poguntke, 2014; Lindberg et 
al., 2008). Terdapat dinamika yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan 
dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh PDIP pada pemilihan Wali 
Kota Surakarta 2020. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi di publik terkait 
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keistimewaan yang didapatkan Gibran Rakabuming Raka karena statusnya sebagai 
putra Presiden Joko Widodo. Proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka 
bersinggungan langsung dengan kader senior dari PDIP dan petahana wakil walikota 
Surakarta, Ahmad Purnomo. 
 Hasil wawancara dengan M. Farid Sunarto, seorang simpatisan Ahmad 
Purnomo, menyatakan bahwa keputusan sudah bulat untuk mendukung Achmad 
Purnomo di tingkat DPC. Alasannya adalah rekam jejaknya yang sudah jelas di PDIP, 
dan sudah dua periode menjadi wakil walikota. Namun pada kenyataannya, DPP 
memilih yang lain. Begitu juga penjelasan dari wakil ketua bidang kaderisasi & 
Ideologi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, F.X. Sukasno, menjelaskan proses 
pengambilan keputusan dalam menentukan Achmad Purnomo yang 
direkomendasikan DPC.  
 "Proses penentuan calon di Surakarta tergantung dari aspirasi tingkat di bawah 
DPC karena struktur PDI Perjuangan sudah lengkap di Surakarta. Dari tingkat kelurahan, 
kecamatan hingga DPC. Berdasarkan hal tersebut, DPC mengajukan nama Gibran 
sebagai calon walikota Surakarta. Sebelum itu, Pak Gibran masih belum ada komunikasi 
dengan DPC. Di beberapa media, dia juga mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Kalau 
kemudian beliau tiba-tiba mau dan mendaftar, kami akan kaget. Tapi, di PDI Perjuangan, 
Ibu Megawatinya yang memutuskan langsung" (wawancara pada 14 Desember 2021). 
 Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Ginda Ferachtriawan, tim 
sukses Gibran Rakabuming Raka juga menjelaskan hal tersebut: 
 "Gibran mencalonkan diri karena dorongan dari kaum milenial di Surakarta. 
Kemudian beliau ingin mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Surakarta, namun DPC masih 
perlu membuka pendaftaran, bisa dikatakan juga komunikasi dengan DPC sulit. Oleh 
karena itu, Mas Gibran menemani saya mendaftar ke DPD PDI Perjuangan. Setelah itu, 
tinggal menunggu keputusan dari internal partai yang mencalonkan. Iya benar, Mas 
Gibran datang ke Ibu Megawati, tapi hanya silaturahmi saja." (wawancara pada tanggal 
9 Desember 2021). 
 Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa meskipun Achmad Purnomo 
dan Gibran Rakabuming Raka telah melakukan tahapan pendaftaran melalui 
dinamika di tingkat DPC Kota Surakarta dan DPD Provinsi Jawa Tengah. Namun 
kemudian, di internal PDIP, ketua umum memiliki kuasa penuh untuk mengeluarkan 
surat rekomendasi calon yang akan diusung oleh PDIP dalam pemilihan Walikota 
Surakarta 2020. Proses penetapan calon yang dilakukan PDIP selama ini 
menggunakan metode penunjukan. Secara formal, PDIP melakukan serangkaian 
proses penjaringan calon dari tingkat pengurus bawah hingga DPP. Namun, hasil dari 
proses tersebut tidak memiliki kekuatan yang besar karena ketua umum PDIP 
memiliki hak prerogatif untuk menentukan calonnya. Penunjukan tersebut tidak 
memiliki referensi yang jelas, sehingga organisasi politik yang cukup besar ini 
bergantung pada keputusan pribadi.  
 Praktik ini menjadi sangat berbahaya bagi partai politik itu sendiri dan 
demokrasi Indonesia secara umum. Sebagian besar peneliti khawatir bahwa 
personalisasi politik akan merusak demokrasi (lihat, misalnya, Balmas et al., 2014; 
Cabada & Tomšič, 2016; Mainwaring & Torcal, 2006; Poguntke & Webb, 2008). 
Beberapa kekhawatiran yang muncul adalah bahwa peningkatan personalisasi akan 
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memperkuat tren populis dan memperkenalkan elemen-elemen irasional ke dalam 
politik demokratis; bahwa hal tersebut akan lebih menekankan pada karisma individu 
daripada aturan hukum dan institusi yang impersonal; dan bahwa hal tersebut akan 
melemahkan mekanisme akuntabilitas (Pedersen & Rahat, 2021). 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan tim sukses, Gibran Rakabuming Raka 
sempat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri beberapa kali. Hal ini menjelaskan 
bahwa komunikasi politik antara keduanya berjalan dengan lancar, namun tidak 
sebaliknya pada posisi Ahmad Purnomo. Sehingga surat rekomendasi yang turun juga 
mengisyaratkan kuatnya posisi tawar Gibran Rakabuming Raka dari DPP PDIP. Oleh 
karena itu, proses pengambilan keputusan dalam konteks pencalonan Gibran 
Rakabuming Raka oleh PDIP bersifat sentralistik atau dapat dikatakan berpusat pada 
ketua umum. Kader dan pengurus di tingkat bawah tidak memiliki kekuasaan dan 
kewenangan dalam hal penentuan calon yang akan berkontestasi. Sehingga PDIP 
sebagai organisasi politik lebih mengarah pada personalisasi kelembagaan. Karena 
keputusan cenderung ditentukan oleh satu orang di dalam partai.  
 Personalisasi partai politik dalam kondisi tertentu menguntungkan partai 
dalam menjaga soliditas partai. Namun, dampak positif tersebut hanya bersifat semu 
dan berjangka pendek. Personalisasi partai politik tidak dapat dibiarkan dan 
dikompromikan karena fenomena tersebut berdampak pada bangunan partai politik 
yang dibangun dari sistem ketergantungan pada figur tertentu yang dapat berperan 
secara holistik bagi partai. Lebih jauh, kondisi ini mengancam demokrasi internal 
partai yang menyebabkan pelembagaan partai politik menjadi terhambat, 
menyebabkan matinya demokrasi internal partai hingga berdampak buruk pada 
sirkulasi elit (Cross & Katz, 2013; Kabasakal, 2014).  
 Dalam kasus penentuan calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dalam 
pemilihan walikota Surakarta yang begitu dinamis, figur-figur kharismatik yang 
muncul justru berasal dari struktur partai. Hal ini karena terkait dengan kebijakan 
internal PDIP mengenai penentuan calon kepala daerah yang tersentralisasi di DPP 
sehingga DPC dan DPD tidak memiliki kewenangan. PDIP yang memang terlihat 
begitu kuat dengan sosok seorang ketua umum Megawati Soekarnoputri dapat 
melakukan intervensi di tingkat struktural bawah dalam hal ini DPC PDIP Kota 
Surakarta. Megawati Soekarnoputri mengambil peran yang cukup penting dalam isu-
isu yang muncul dalam keputusan-keputusan formal dan negosiasi politik. 
Wawancara dengan M Farid Sunarto sebagai simpatisan Ahmad Purnomo juga 
menyampaikan hal tersebut: 

"Saya bukan orang partai, tapi saya mendukung Pak Purnomo karena beliau 
sudah menjadi teman saya sejak lama. Mengenai keputusan rekomendasi, itu 
adalah dinamika internal. Tapi Ibu Megawati, sebelum mengeluarkan 
rekomendasi, Pak Purnomo sudah duduk bersama Pak Gibran dan Pak Teguh. 
Saya ikut langsung dengan Pak Purnomo ke Jakarta, jadi ada diskusi tentang 
calon ini. Ya, itulah dinamika dalam politik, mungkin Ibu Megawati punya alasan 
tersendiri. Karena yang saya tahu selama ini, PDI Perjuangan menuruti apa yang 
dikatakan Bu Mega. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa dukungan PDI 
Perjuangan sangat besar di Kota Surakarta." (Wawancara pada tanggal 29 
Desember 2021). 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa dalam dinamika 
pencalonan Gibran Rakabuming Raka, Megawati Soekarnoputri menjadi sosok yang 
tampil menyelesaikannya. Hal ini juga tidak terlepas dari posisinya sebagai ketua 
umum PDIP yang memang memiliki hak prerogatif. Apalagi sosok Megawati 
Soekarnoputri yang disegani di internal partai, bisa berkomunikasi langsung dengan 
Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso dan Ahmad Purnomo. Hal ini menjadi 
krusial untuk mencegah gejolak yang lebih besar di internal PDIP, khususnya dalam 
pemilihan walikota Surakarta. Selain itu, DPC PDIP Kota Surakarta membutuhkan 
kewenangan yang lebih besar untuk mengubah keputusan Megawati Soekarnoputri. 
Sehingga, kebijakan akhir nantinya siapapun yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam 
pemilihan Walikota Surakarta merupakan keputusan Megawati Soekarnoputri.  
 Apalagi sosok Megawati Soekarnoputri yang dihormati oleh kader PDIP tidak 
bisa dilepaskan dari nama Soekarno. Soekarno adalah ayah dari Megawati 
Soekarnoputri dan tokoh sentral dalam mendirikan PDIP. Oleh karena itu, kader-
kader PDIP memiliki kedekatan emosional dan penghormatan yang sangat tinggi 
terhadap presiden pertama Indonesia tersebut. Sehingga kharisma Soekarno tidak 
bisa dihilangkan, bahkan sampai menular ke sosok putrinya yang kini menjabat 
sebagai ketua umum PDIP. PDIP tidak bisa dipisahkan dari trah Soekarno, PDIP 
menyiratkan adanya trah Soekarno. Trah Soekarno yang dimaksud adalah Megawati 
Soekarnoputri. Hasto Kristyanto, sekretaris jenderal PDIP, mengatakan bahwa PDIP 
tidak bisa dilepaskan dari ideologi Bung Karno, sang proklamator, yang juga ayah 
Megawati Soekarno. PDIP telah melakukan survei internal, dan 84 persen kader 
menyatakan bahwa mereka bergabung dengan PDI-P karena ingin bersatu dengan 
ide dan cita-cita Bung Karno (A. Budi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kader PDIP 
sangat menghormati Soekarno dan memiliki hubungan yang erat dengan garis 
keturunannya, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin partai. 
 Oleh karena itu, Megawati Soekarnoputri mengambil peran yang cukup besar 
dalam menyelesaikan dinamika yang terjadi dalam pencalonan walikota Surakarta. 
Namun, sosok Soekarno juga tidak bisa dihilangkan di balik kharismatiknya Megawati 
Soekarnoputri. Oleh karena itu, para kader sangat menghormati putri dari pendiri dan 
presiden pertama Indonesia, Soekarno. Hal ini menjadi faktor penguat bagi para 
kader untuk mengikuti kebijakan yang diambil Megawati Soekarnoputri dalam 
menentukan calon Wali Kota Surakarta tahun 2020. 

 
Mekanisme penyelesaian konflik 
 Partai politik yang terlembaga adalah partai politik yang dapat mencegah 
potensi konflik. Dalam konteks DPC PDIP Kota Surakarta, dalam mencegah 
kemungkinan terjadinya konflik juga mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh 
perlunya transparansi DPC yang lebih dari DPC dalam melakukan rekrutmen calon. 
Kemudian adanya ketidakharmonisan antara DPC PDIP Kota Surakarta dengan DPP 
mengenai pedoman rekrutmen calon. Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX, Hadi 
Rudyatmo, memiliki pandangannya terkait rekrutmen calon walikota, begitu juga di 
tingkat DPP, setelah mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka juga ingin 
mencalonkan diri.  
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 Dalam wawancara dengan Ginda Ferachtriawan, tim sukses Gibran 
Rakabuming Raka juga menyebutkan bahwa DPC PDIP Kota Surakarta tidak 
membuka pendaftaran bagi kader lain selain Achmad Purnomo. Hal ini membuat 
beberapa kader, termasuk dirinya, yang ingin mendaftar tidak dapat melakukannya. 
Gibran Rakabuming Raka juga tidak bisa mendaftar di DPC, yang mengharuskannya 
mendaftar di tingkat DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.  
 DPC PDIP Kota Surakarta tidak terbuka dalam proses pendaftaran bakal calon 
walikota Surakarta yang akan diusung. Padahal dalam prosesnya, DPP PDI Perjuangan 
Kota Surakarta seharusnya terbuka dan menerima semua kader yang ingin 
mendaftarkan diri menjadi calon walikota. Karena keputusan akhir ada di DPP, maka 
proses di tingkat DPC dilakukan secara terbuka dengan mengakomodir semua kader 
yang ingin mendaftar. Karena tahapan-tahapan penjaringan calon sudah tertuang 
dalam peraturan dan anggaran rumah tangga internal PDI Perjuangan. Meskipun 
hasil musyawarah menghasilkan nama Achmad Purnomo, tidak serta merta 
mengurangi kewajiban DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta untuk melaksanakan 
tahapan rekrutmen calon. Begitu juga dengan Achmad Purnomo yang juga harus 
mengikuti tahapan pendaftaran. Hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Kota 
Surakarta menjelaskan hal tersebut: 

"PDI-P Surakarta sudah kuat, tapi ada masalah di dalamnya. Yang paling kentara 
adalah soal Pak Gibran dan Pak Pur. Soal pencegahan itu tidak bisa terjadi lagi 
karena DPC Surakarta kurang terbuka dalam merekrut calon. Makanya ada 
kader yang ingin mencalonkan diri tapi tidak bisa. Saya tahu partai harus secara 
resmi membuka rekrutmen calon dan kemudian mengakomodasi semua kader 
yang ingin mendaftar. Ada yang namanya penyaringan, itu mungkin proses yang 
kurang terbuka di DPC dalam kasus kemarin. Terbukti juga Gibran sudah 
mendaftar di DPD. Mungkin DPC membuka pendaftaran, tapi sepertinya itu 
hanya formalitas untuk mengakomodir pendaftaran Pak Purnomo." 
(wawancara pada tanggal 23 Desember 2021). 

 Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa mekanisme yang 
dilakukan oleh DPC PDIP Kota Surakarta dalam hal pencegahan konflik seharusnya 
dapat berjalan lebih baik. Hal ini dikarenakan mekanisme penjaringan bakal calon Wali 
Kota tidak dilakukan secara terbuka. Pada posisi ini, konflik tidak dapat dihindari 
karena kader yang ingin mengikuti kontestasi tidak diakomodir dan merasa 
dianaktirikan oleh DPC terkait pendaftaran dan dibuktikan pada kasus Gibran 
Rakabuming Raka yang harus mendaftarkan diri untuk menjadi calon Walikota 
Surakarta melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Kemudian, kader lainnya, Ginda 
Ferachtriawan, melaporkan diri di DPD untuk mengikuti kontestasi. Hal ini 
menunjukkan adanya sesuatu yang belum selesai dalam penjaringan calon di internal 
DPC PDI-P Kota Surakarta. Hal ini mengakibatkan konflik antara Gibran Rakabuming 
Raka, Achmad Purnomo dan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sendiri, terutama 
setelah surat rekomendasi pencalonan turun dari DPP. 
 Dinamika tersebut kemudian ditambah dengan hubungan yang kurang baik 
antara DPC Kota Surakarta dengan DPP PDIP-dibuktikan dengan beberapa 
pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudiyatmo yang menyalahkan 
DPP saat surat rekomendasi turun untuk Gibran Rakabuming Raka.  FX Hadi 
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Rudiyatmo mengaku kecewa dengan turunnya rekomendasi untuk Gibran 
Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Hal ini dikarenakan hasil tersebut berbeda 
dengan usulan nama yang diajukan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. FX Hadi 
Rudiyatmo merasa tidak memiliki harga diri karena rekomendasi yang diberikan tidak 
sesuai dengan usulannya. Oleh karena itu, isu tersebut memperjelas bahwa DPC PDIP 
Kota Surakarta lemah dalam mencegah potensi konflik. Kurangnya transparansi 
dalam rekrutmen kandidat dan buruknya hubungan dengan DPP karena adanya 
kepentingan politik dan akibat dari perbedaan penafsiran terhadap peraturan 
internal partai membuat pencegahan ini tidak efektif. 
 Partai politik yang terlembaga dengan baik dapat menemukan solusi yang 
komprehensif untuk menghentikan konflik. Partai politik harus memiliki aturan untuk 
menyelesaikan perselisihan internal dan membentuk seseorang (atau subunit) yang 
menangani masalah konflik internal(Lupu, 2014). Mekanisme atau badan yang 
menangani fungsi ini diperlukan karena partai politik sebagai sebuah sistem 
bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya fungsi-fungsi partai, termasuk 
pengelolaan soliditas internal. PDIP memiliki mahkamah partai yang tertuang dalam 
AD/ART 2019-2024 pasal 40. Mahkamah partai ini diketuai oleh Ketua Ketua Dewan 
Pimpinan Pusat bidang hukum, Djarot Syaiful Hidayat. Mahkamah partai ini berada di 
tingkat DPP, bukan di tingkat bawah. Oleh karena itu, permasalahan di internal partai 
yang melibatkan kader di tingkat pusat dan daerah diselesaikan di mahkamah partai. 
 Dalam kasus pencalonan Wali Kota Surakarta, konflik antara DPC dengan 
Achmad Purnomo dan Gibran Rakabuming Raka dari DPP PDIP memunculkan 
berbagai sorotan. Namun di sini terlihat bahwa PDIP, khususnya DPC Kota Surakarta, 
dengan cepat menyelesaikannya. Hal ini tidak terlepas dari DPC PDIP Kota Surakarta 
merupakan partai politik yang besar dan memiliki mental yang stabil. Kemudian juga, 
dalam hal ini DPC PDIP juga tunduk melaksanakan keputusan DPP. Meskipun surat 
rekomendasi yang dikeluarkan berbeda dengan yang diharapkan. Dalam wawancara 
dengan YF Sukasno, wakil ketua Bidang Kaderisasi & Ideologi Dewan Pimpinan 
Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta mengatakan 
bahwa: 

"Kami dari DPC, setelah mengetahui surat rekomendasi turun untuk Pak Gibran, 
langsung mendukung. Ya kita hormati keputusan ketua umum, dan kami DPC 
melaksanakan keputusan itu. Menginstruksikan kader untuk berjuang 
membantu Mas Gibran. Kami di PDI Perjuangan ada istilah tegak lurus, apa yang 
sudah diputuskan oleh Ibu Mega, kami patuh mengikuti. Apalagi PDI Perjuangan 
di Surakarta ini sudah besar, pendukungnya banyak, jadi masalah kecil seperti ini 
bisa diselesaikan dengan musyawarah. Buktinya mas Gibran menang di pilkada 
kemarin, perjuangan kader PDI Perjuangan Surakarta bersama-sama." 
(Wawancara pada 23 Desember 2021). 

 Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian 
masalah pencalonan Walikota Surakarta tidak sampai pada ranah mahkamah partai 
yang menangani masalah konflik di internal PDIP. Cara penyelesaian yang dilakukan 
DPC PDIP Kota Surakarta adalah dengan mengikuti keputusan DPP, dalam hal ini 
ketua umum Megawati Soekarnoputri. DPC menyadari bahwa kesimpulan calon 
walikota yang akan diusung oleh PDIP merupakan hak prerogatif ketua umum. Oleh 
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karena itu, DPC PDIP berusaha menjalankan instruksi dari DPP untuk mendukung 
Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga berusaha membantu memenangkan Gibran 
Rakabuming Raka dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Surakarta.  
 Lebih lanjut, berdasarkan penuturan M. Farid Sunarto selaku tim sukses 
Achmad Purnomo, ia menjelaskan bahwa sikap yang diambil oleh Achmad Purnomo 
yang tidak melakukan perlawanan secara keras terhadap keputusan DPP juga 
menjadi pendorong untuk meredam konflik. Meskipun secara naluriah, keputusan 
tersebut membuat Achmad Purnomo, calon yang mendapatkan rekomendasi dari 
DPC PDIP Kota Surakarta, kecewa. Namun, Achmad Purnomo terlihat menerima 
keputusan tersebut dengan tenang dan tidak memberikan respon yang keras. Hal ini 
menunjukkan bahwa loyalitas Achmad Purnomo terhadap PDIP cukup besar. Achmad 
Purnomo bahkan bersedia menjadi penasehat Gibran Rakabuming Raka karena 
posisinya sebagai kader senior tentu membuat hubungan keduanya secara otomatis 
terselesaikan. 
 Menariknya, menurut konfirmasi yang dilakukan kepada para simpatisannya, 
Achmad Purnomo tidak lagi terjun ke dunia politik setelah kejadian ini. Ia ingin 
memberikan waktunya untuk sementara waktu kepada keluarga dan tidak ingin 
terlibat dalam dunia politik, baik di tingkat Kota Surakarta maupun nasional. Hal ini 
menunjukkan bahwa kekecewaan tersebut masih tertanam di hati Achmad Purnomo, 
sehingga menunjukkan sikapnya untuk tidak berpolitik di PDIP. 
Kemudian, Achamad Purnomo, setelah tidak mendapatkan surat rekomendasi dari 
DPP PDIP, sempat mendapatkan beberapa tawaran dari partai lain untuk 
mengusungnya sebagai calon Walikota. Namun, Achmad Purnomo menolak ajakan 
dari partai lain untuk mendukungnya sebagai calon Walikota Surakarta. Hal ini 
menjadi kesempatan bagi Achmad Purnomo untuk melepaskan ambisinya menjadi 
Walikota dan menjawab keraguan pengurus DPP PDIP, dalam hal ini ketua umum 
Megawati Soekarnoputri. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Achmad 
Purnomo karena tidak ingin menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, 
Achmad Purnomo juga ingin menghindari adu domba dengan partai politik yang 
dinaunginya selama ini.  
 Oleh karena itu, penyelesaian konflik di DPC PDIP Kota Surakarta terkait 
pencalonan Wali Kota berjalan tanpa masuk ke ranah mahkamah partai. Namun, 
dapat diselesaikan secara informal dengan DPC PDIP Kota Surakarta mengikuti 
keputusan DPP. Hal ini juga tidak terlepas dari pengambilan keputusan yang 
tersentralisasi di tubuh PDIP sehingga pengurus di tingkat bawah tidak memiliki 
kekuatan untuk menggugat kebijakan dari DPP. Kemudian, faktor vital lain yang 
membuat masalah ini tidak sampai ke ranah mahkamah partai dan tidak menjadi batu 
sandungan bagi Gibran Rakabuming Raka dan PDIP adalah kebijaksanaan Achmad 
Purnomo. 

 
Kaderisasi Sistematis 
 Proses Gibran Rakabuming Raka menjadi calon yang diusung oleh PDI 
Perjuangan dalam pemilihan Walikota Surakarta juga perlu berbenah dalam hal 
kaderisasi. Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang belum lama menjadi kader 
PDIP, sehingga kebangkitan internalnya perlu lebih kuat. Selain itu, secara regulasi, 
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Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam syarat kader untuk menjadi calon yang 
diusung PDIP. Karena syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang diusung PDIP 
minimal harus menjadi kader selama tiga tahun. Ketentuan syarat tersebut tertuang 
dalam Peraturan PDIP 24 tahun 2017 tentang rekrutmen dan seleksi calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. 
 Masalah persyaratan ini juga disadari oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kota 
Surakarta FX, Hadi Rudyatmo, yang menjelaskan bahwa proses pengusungan Gibran 
Rakabuming Raka oleh DPP akan menyalahi aturan partai. Namun, hanya sedikit 
orang yang mengetahui dan memahami ketentuan persyaratan dalam peraturan 
internal partai. Begitu juga dengan tim sukses Gibran Rakabuming Raka yang berlatar 
belakang kader PDIP. Hal ini diperkuat dari wawancara dengan Ginda Ferachtriawan, 
tim sukses Gibran Rakbuming Raka sekaligus kader PDIP Kota Surakarta, yang 
menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dan menemukan poin persyaratan tersebut. 
Sehingga ia dan kader lainnya dengan tegas mendukung Gibran Rakabuming Raka 
untuk menjadi calon PDIP. Evi Kusuma Sundari, politisi PDIP, juga menyatakan bahwa 
tidak ada syarat administratif bagi kader PDIP yang mencalonkan diri di internal partai 
untuk minimal tiga tahun aktif di partai. PDIP dalam pilkada memang akan 
memprioritaskan kader internal. Namun, dia juga menjelaskan bahwa dirinya perlu 
mengetahui apakah ada surat edaran yang berisi persyaratan administrasi minimal 
tiga tahun menjadi kader. Ia meminta konfirmasi kepada sekretaris jenderal PDIP 
Hasto Kristyanto(M. Budi, 2019). 
 Lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka harus memenuhi persyaratan menjadi 
caleg berdasarkan peraturan partai. Namun, DPP PDIP dalam hal ini ketua umum 
tetap mengeluarkan keputusan untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai 
calon walikota Surakarta tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang 
proses pengambilan keputusan internalnya bersifat sentralistik, sehingga kebijakan 
yang diambil akan cenderung subyektif. Lebih dari itu, aturan-aturan yang berlaku di 
internal partai tidak diperhatikan bahkan terkesan diabaikan dan dilibas hanya untuk 
kepentingan politik. Latar belakang Gibran Rakabuming Raka juga tidak bisa 
dilepaskan dari persoalan ini, sebagai putra presiden aktif Joko Widodo yang 
merupakan kader PDI Perjuangan dan memiliki kedekatan dengan ketua umum 
Megawati Soekarnoputri menjadi faktor penentu keputusan tersebut. 
 Kemudian, hasil dari proses kaderisasi tersebut harus menjadi kriteria atau 
tolak ukur dalam perekrutan dan pemilihan pemimpin partai, baik sebagai pengurus 
maupun ketua umum. Kemudian, rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai untuk 
ikut serta dalam kontestasi pemilu meliputi pemilihan calon legislatif dan calon 
eksekutif yang akan diusung. Dalam hal ini, tugas partai adalah menentukan siapa 
yang berhak dicalonkan dan menduduki jabatan publik (Bjarnegård & Kenny, 2015; 
Crowder-Meyer, 2013). Gibran Rakabuming Raka dan Achmad Purnomo merupakan 
kandidat terkuat calon walikota Surakarta 2020 yang akan diusung oleh PDIP. Hasil 
penjaringan berjenjang dari tingkat DPC hingga DPD dilaporkan ke DPP PDIP. Hal ini 
karena penentuan calon merupakan kewenangan DPP, dalam hal ini hak preogratif 
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Surat rekomendasi pun keluar atas nama 
Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon Wali Kota Surakarta yang diusung 
PDIP. Surat rekomendasi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut 
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menunjukkan bahwa penentuan calon Wali Kota Surakarta didasarkan pada 
subjektivitas. Hal ini dikarenakan keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum 
Megawati Soekarnoputri, tanpa melihat panjangnya proses penjaringan ditingkat 
DPC. 
 Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDIP dalam menentukan calon 
walikota Surakarta menjadi banyak sorotan publik. Surat rekomendasi yang ditujukan 
kepada Gibran Rakabuming Raka masih banyak menuai masalah karena beberapa 
persyaratan yang seharusnya diperhatikan dalam menentukan calon kepala daerah di 
PDIP. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
menyebutkan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari 
anggota/kader Partai, di antaranya adalah menjadi kader sekurang-kurangnya tiga 
tahun berturut-turut. Gibran Rakabuming Raka belum tiga tahun menjadi kader PDIP 
dan baru mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) saat hendak mendaftar di DPD 
PDIP Jawa Tengah. Di sisi lain, Achmad Purnomo yang memenuhi persyaratan 
tersebut tidak menggoyahkan keputusan Megawati Soekarnoputri. 
 Lebih dari itu, syarat lain yang memang menjadi aturan di internal PDIP 
menyebutkan bahwa calon harus menyertakan rekomendasi dari pengurus partai di 
mana ia berdomisili. Pengurus Anak Cabang hingga seluruh Pengurus Ranting di 
bawah DPC PDIP Kota Surakarta telah mengusung satu pasangan calon dalam 
pilkada, yakni Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX 
Hadi Rudyatmo DPP telah menyerahkan nama tim pemenangan. Gibran Rakabuming 
Raka, kader PDIP dari Kota Surakarta, bahkan mendaftarkan diri melalui DPD PDIP 
Jawa Tengah. Hal ini pun menjadi isu yang seharusnya dapat mengganjal Gibran 
Rakabuming Raka untuk menjadi calon walikota Surakarta dari PDIP (detiknews.com, 
2019). 
 Oleh karena itu, perekrutan calon di DPC PDIP dilakukan berdasarkan hasil 
musyawarah untuk mendapatkan calon yang sesuai. Kemudian, faktor proses 
kaderisasi Achamd Purnomo yang cukup lama menjadikannya sebagai calon terpilih 
melalui hasil musyawarah. Namun, keputusan yang didasarkan pada subjektivitas 
ketua umum Megawati Soekarnoputri membuat Gibran Rakabuming Raka yang 
dicalonkan PDIP pada pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Peraturan partai tidak 
menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut. Hal ini perlu diperbaiki dalam 
perekrutan calon kepala daerah di tubuh PDIP. Di saat yang sama, akuntabilitas dalam 
rekrutmen politik menjadi hal yang mendasar untuk mewujudkan kompetisi yang 
sehat di dalam partai politik. Kemudian, aturan internal partai harus menjadi 
pedoman bagi seluruh kader yang terlibat, termasuk ketua umum. Hal ini agar partai 
memiliki aturan yang jelas dan disiplin dalam menjalankan pedoman tersebut untuk 
memberikan rasa keadilan bagi seluruh kader.ari pengurus tingkat bawah. 
 

Komitmen terhadap Nilai-Nilai atau Ideologi Bersama 
 Dalam hal ini, platform partai berkaitan dengan visi, misi, dan program partai 
yang ditanamkan kepada para kader. Dalam konteks kasus ini, platform partai 
berkaitan dengan upaya DPC PDIP Kota Surakarta dalam menanamkan nilai-nilai 
nasionalis ketika menghadapi pemilihan Wali Kota 2020. Inilah yang disebut Randall 
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dan Svåsand (2002: 14) sebagai konsolidasi dimensi internal partai dalam aspek sikap 
melalui infusi nilai. Hal ini mencakup sejauh mana aktor dan pendukung partai 
mendapatkan identifikasi dan komitmen terhadap partai yang melebihi insentif 
keterlibatan diri (Anawati & Al-Hamdi, 2020). 
 Dalam konteks pemilihan Walikota Surakarta, hasil wawancara dengan YF 
Sukasno selaku wakil ketua bidang Kaderisasi & Ideologi DPC PDI Perjuangan Kota 
Surakarta menjelaskan bahwa DPC PDIP selalu berkomitmen untuk menegaskan 
bahwa partai berideologi Pancasila dengan pengejawantahan ideologi politik 
Soekarno yaitu mekanisme. Hal ini yang membuat basis massa PDIP di Kota Surakarta 
juga bertahan menjadi signifikan dari waktu ke waktu. Karena memang, masyarakat 
Kota Surakarta telah mengakui bahwa ajaran Soekarno terdapat dalam nilai-nilai yang 
diterapkan di PDIP. Dalam konteks ini, hal tersebut memiliki kaitan erat dengan sosok 
Soekarno yang kharismatik dan kokoh serta trahnya yang kini dipimpin Megawati 
Soekarnoputri. Hal ini tidak lepas dari kesetiaan masyarakat Kota Surakarta 
mendukung PDIP hingga daerah ini menjadi basis massa. 
 Di tengah krisis ideologi di berbagai partai politik di Indonesia. PDIP 
berkomitmen pada ajaran Soekarno sebagai tonggak perjuangannya dalam setiap 
kompetisi politik. Lebih dari itu, komitmen terhadap ideologi partai merupakan upaya 
untuk memperkuat internal DPC PDIP Kota Surakarta dalam pemilihan Wali Kota 
2020. Hal ini juga membawa konsekuensi politik bahwa DPC PDIP Kota Surakarta 
mengambil kebijakan untuk tidak berkoalisi dalam mengusung Gibran Rakabuming 
Raka dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain karena adanya perbedaan koalisi 
di tingkat nasional kedua partai, pertimbangan ideologis di daerah juga memperkuat 
keputusan tersebut sebagai upaya untuk konsisten pada haluan partai yang berbeda. 
 Lebih dari itu, adanya komitmen ini ditunjukkan dengan keseriusan untuk 
mengimplementasikan nilai-nilai bersama dan menempatkannya sebagai pedoman 
dalam beraktivitas dan menentukan langkah politik. Komitmen ini juga akan 
memperkuat identitas kolektif dan semangat menjaga keberlangsungan hidup partai 
(Hinnebusch, 2017). Dalam konteks proses pencalonan Wali Kota Surakarta, DPC PDIP 
Kota Surakarta berupaya menanamkan nilai-nilai gotong royong kepada seluruh 
kader. Hal ini ditanamkan kepada para kader agar muncul rasa militansi dalam sebuah 
komitmen bersama untuk menghadapi pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. 
Meskipun terjadi permasalahan internal terkait calon yang akan diusung, nilai-nilai 
kerjasama bagi kader tetap dijaga untuk berjuang membantu siapapun yang 
dicalonkan oleh PDIP. Hasil wawancara dengan YF Sukasno selaku wakil ketua bidang 
kaderisasi dan ideologi DPC PDIP Kota Surakarta menjelaskan hal tersebut: 

“Kami di DPC menanamkan nilai-nilai gotong royong kepada seluruh kader, 
semangat ini sudah memasyarakat di PDIP. Kita bersama-sama berjuang untuk 
memenangkan pemilihan wali kota ini. Karena gotong royong itu artinya bekerja 
sama, saling membantu. Jadi kita tidak bekerja. sendiri, semua kader punya 
andilnya masing-masing. Ya, kalau bicara dinamika kepartaian, kalau kader 
ditanamkan nilai gotong royong, mereka akan tetap semangat berjuang" 
(Wawancara 23 Desember 2021). 

 Wawancara menjelaskan bahwa strategi politik DPC PDIP Kota Surakarta 
dalam menghadapi pemilihan Walikota adalah dengan melakukan kerjasama antar 
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kader yang sering disebut dengan gotong-royong. Apalagi Kota Surakarta yang 
merupakan basis massa PDIP kemudian memiliki kader yang masif sehingga 
membuat kerja sama bisa berjalan dengan baik. Terlepas dari dinamika internal partai 
terkait pencalonan wali kota, DPC PDIP Kota Surakarta berupaya menanamkan nilai-
nilai gotong royong agar tetap terjaga. Hal ini terlihat pada Gibran yang masih 
memperoleh suara stabil pada Pilwali Kota Surakarta. Istilah gotong royong 
merupakan semangat para kader untuk selalu memperjuangkan kepentingan partai 
dan jujur, dalam artian kader mengikuti instruksi DPC PDIP Kota Surakarta dan DPP 
untuk berkomitmen menjaga nilai-nilai tersebut. 
 Kemudian, seperti dikutip dari penjelasan Direktur Eksekutif Indikator Politik 
Indonesia Burhanuddin Muhtadi, PDIP merupakan partai politik yang berbeda dari 
yang lain. Semangat kerjasama politik PDIP juga dianggap sebagai modal dan 
identitas utama partai untuk memenangkan kontestasi dimanapun berada (Fadil, 
2020). Senada, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan partainya menjadikan 
gotong royong sebagai strategi kemenangan pada Pilkada 2020. Hasto meyakini 
gotong royong yang tercipta dari semangat para pendiri bangsa mampu membawa 
perubahan nyata (Irfan, 2020). Hal ini menjelaskan bahwa partai menanamkan 
kepercayaan kerjasama pada kadernya dalam memenangkan suatu kontestasi politik. 
Begitu pula pada pemilihan Wali Kota Surakarta tahun 2020, kolaborasi menjadi salah 
satu strategi kampanye yang disiapkan PDIP untuk mencapai hasil terbaik. 
 Oleh karena itu, meski ada dinamika pencalonan di DPC PDIP Kota Surakarta 
yang mengecewakan karena tidak sesuai harapan. Namun dengan upaya DPC PDIP 
Kota Surakarta yang selalu menjaga semangat kader dengan menanamkan nilai-nilai 
gotong royong, menjadikan kader teguh dalam komitmennya membantu 
memenangkan Pilwali 2020. Sehingga sikap kader yang tetap berkomitmen bersama 
ditanamkan melalui komunikasi DPC PDIP Kota Surakarta; Hal ini menjadikan 
semangat gotong royong yang kuat sebagai wujud komitmen kader harus terus 
dijaga, berdampak pada menjaga soliditas untuk memenangkan pemilihan Walikota 
Surakarta Tahun 2020. 
 
Penutup 
 Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa soliditas internal PDIP pada 
Pilkada Surakarta 2020 sangat kuat dari sisi ideologi dan komitmen kader namun 
terdapat kelemahan pada sisi kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik 
dan kaderisasi yang sistematis. Jadi soliditas internal PDIP menghadapi Pemilihan 
Wali Kota Surakarta 2020 dalam kondisi kritis. Alasan Kemenangan paslon Gibran 
Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa hanya karena  Kota Surakarta merupakan basis 
massa dari PDIP. Kemudian ditambah juga dengan lawan kontesnya yang sudah 
dikondisikan sejak awal. Hal ini menjadi catatan  bahwa meskipun PDIP merupakan 
partai besar di Kota Surakarta bahkan Indonesia dengan perolehan suara dan kursi 
terbanyak, tidak menjamin proses internalnya berjalan baik. Beberapa catatan yang 
perlu diperhatikan PDIP  adalah proses pengambilan keputusan yang terlalu terpusat, 
dominannya personal elite di lembaga partai, lemahnya pencegahan konflik internal, 
tidak jelasnya mekanisme kaderisasi, dan tidak transparannya rekrutmen calon. 
Dengan demikian, partai politik sebagai lembaga publik mempunyai ujian nyata dalam 
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mempertahankan eksistensinya secara pelembagaan, yang akan berdampak pada sisi 
elektoral.  
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